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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang   
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki kontribusi dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2023, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak, menjadikan sektor ini tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023). Namun demikian, persoalan klasik yang masih dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Ketidakpatuhan ini menyebabkan target penerimaan negara sulit tercapai, sehingga reformasi perpajakan terus menjadi agenda strategis pemerintah (Nesya Zuhrah et al., 2024). 
Sebagai bagian dari reformasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Coretax Administration System, sebuah sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui digitalisasi dan integrasi data. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, serta efisiensi layanan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui coretax mampu menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kemudahan dalam pelaporan pajak (Herawati Khotmi 
et al., 2025). 
Selain implementasi sistem, faktor efisiensi juga berperan penting terhadap kepatuhan pajak. Efisiensi administrasi dapat diukur dari penurunan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian Herawati Khotmi et al., (2025) menemukan bahwa efisiensi sistem coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Hal ini menguatkan pandangan Sandford (1995) bahwa semakin rendah beban administrasi yang ditanggung wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai. Dengan kata lain, efisiensi dalam sistem administrasi pajak merupakan salah satu kunci peningkatan kepatuhan. 
Namun, keberhasilan implementasi coretax dan efisiensi administrasi tidak akan optimal tanpa dukungan literasi digital wajib pajak. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Rahmad (2025) menemukan bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan coretax, sehingga pelatihan dan pendampingan teknis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem 
Meskipun jumlah wajib pajak badan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak tersebut aktif melaporkan kewajibannya. Berdasarkan laporan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (2023), jumlah wajib pajak badan terdaftar dan yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-SPT selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. 
[bookmark: _Toc48685]Tabel 1.1 WP Badan Terdaftar dan yang Melaporkan e-SPT 
	Tahun 
	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar 
	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan 
SPT (e-SPT) 

	2021 
	3.941.523 
	991.820 

	2022 
	4.285.679 
	367.057 

	2023 
	4.314.337 
	18.319 


Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023 (Laporan Tahunan DJP, 2023). 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun jumlah wajib pajak badan yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, tingkat pelaporan SPT justru menurun secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam hal kepatuhan wajib pajak badan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah masih rendahnya pemanfaatan sistem digital secara optimal, termasuk penggunaan aplikasi Coretax Administration System yang baru diimplementasikan secara bertahap oleh DJP. Namun, tabel di atas yang telah melampirkan data jumlah wajib pajak badan terdaftar dan yang melaporkan e-SPT di Indonesia belum mampu merepresentasikan kondisi kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah khususnya pada tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem, efisiensi administrasi, dan literasi digital berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di daerah, khususnya di Kota Samarinda yang terdiri dari KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir. 
Sejauh ini, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh implementasi coretax, efisiensi, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan, khususnya pada konteks daerah Kota Samarinda. Padahal, wajib pajak badan memiliki kompleksitas administrasi yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak orang pribadi, sehingga analisis terhadap kelompok ini menjadi penting untuk memahami dinamika kepatuhan pajak di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai Pengaruh Implementasi Coretax Administration System, Efisiensi, dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda.  
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 
1. Apakah implementasi Coretax Administration System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda? 
2. Apakah efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda? 
3. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda? 
4. Apakah literasi digital memoderasi pengaruh implementasi Coretax 
Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda? 
5. Apakah literasi digital memoderasi pengaruh efisiensi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda? 
 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi Coretax Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
2. Untuk menguji secara empiris efisiensi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
3. Untuk menguji secara empiris peran literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
4. Untuk menguji secara empiris peran literasi digital sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara implementasi Coretax Administration System dengan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
5. Untuk menguji secara empiris peran literasi digital sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara efisiensi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoretis 
a. Menambah literatur akademik mengenai pengaruh implementasi Coretax Administration System, efisiensi, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
b. Mengembangkan teori kepatuhan pajak dengan meninjau bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi memengaruhi perilaku wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya dalam konteks variabel literasi digital sebagai pemoderasi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan wawasan kepada wajib pajak badan mengenai manfaat implementasi coretax dan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
b. Membantu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Coretax Administration System dan efisiensi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. 
c. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan implementasi coretax berbasis teknologi, serta merancang program peningkatan literasi digital guna mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. 
 	 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Task Technology Fit (TTF) 
Task-Technology Fit (TTF) merupakan salah satu model dalam bidang sistem informasi yang diperkenalkan oleh Goodhue & Thompson (1995). Model ini dikembangkan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara teknologi informasi dengan kinerja pengguna, khususnya dalam konteks adopsi teknologi Davit Marikyan (2025). Teori ini menjelaskan bahwa suatu teknologi informasi akan benar-benar bermanfaat apabila terdapat kesesuaian (fit) antara kemampuan teknologi dengan tugas yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, TTF menekankan sejauh mana teknologi dapat mendukung dan mempermudah 
pelaksanaan pekerjaan pengguna akhir. 
Menurut Goodhue & Thompson (1995), kinerja individu akan meningkat apabila teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan tugas. Sebaliknya, apabila teknologi tidak mendukung aktivitas yang dilakukan, maka pengguna cenderung enggan memanfaatkannya (Davit Marikyan, 2025). Oleh karena itu, teori ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi terjadi karena adanya fungsi dan manfaat yang relevan bagi pengguna, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja. Dengan demikian, pengguna akan menganggap teknologi berkualitas tinggi dan mudah digunakan apabila teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Adapun variabel-variabel utama dalam model Task-Technology Fit (TTF) adalah sebagai berikut: 
1. Karakteristik Teknologi (Technology Characteristics)   
Dalam konteks sistem informasi, teknologi mencakup sistem komputer (perangkat lunak, perangkat keras, dan data) serta layanan pendukung seperti pelatihan dan help lines yang membantu pengguna menyelesaikan tugasnya. Menurut Goodhue dan Thompson (1995), teknologi diartikan secara umum sebagai sistem, kebijakan, atau layanan yang disediakan oleh bagian sistem informasi. Dalam penelitian ini, teknologi yang dimaksud adalah portal akademik (MIKA). 
2. Karakteristik Tugas (Task Characteristics)   
Tugas adalah tindakan yang dilakukan individu yang mengubah input menjadi output. Karakteristik tugas mengacu pada tingkat ketergantungan suatu tugas terhadap teknologi informasi yang tersedia (Goodhue & Thompson, 1995). 
3. Kesesuaian Teknologi dan Tugas (Task Technology Fit)  
TTF adalah tingkat kecocokan di mana teknologi yang tersedia dapat membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya. Secara spesifik, TTF merupakan hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu, dan penggunaan teknologi. Semakin sesuai teknologi dengan tugas, semakin tinggi kebutuhan pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut. Kesesuaian ini mendorong pengguna untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam melaksanakan tugas (Goodhue & Thompson, 1995). 
4. Dampak Kinerja (Performance Impact) 
Kinerja adalah hasil pencapaian atau penyelesaian tugas individu dengan peningkatan efisiensi dan kualitas. Kinerja yang tinggi menunjukkan tingkat kesesuaian teknologi dan tugas yang baik serta kepuasan pengguna terhadap teknologi yang digunakan. Tingginya kesesuaian teknologi dan tugas tidak hanya meningkatkan keinginan pengguna untuk menggunakan sistem, tetapi juga berdampak positif pada kinerja pengguna (Goodhue & Thompson, 1995). 
5. Utilisasi (Utilization)  
Utilisasi adalah perilaku penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas, yang dapat diukur melalui frekuensi dan durasi penggunaan teknologi (Davit Marikyan, 2025). Menurut Goodhue & Thompson (1995), utilisasi mencerminkan manfaat yang diharapkan pengguna komputer dalam menyelesaikan tugasnya. Faktor-faktor seperti konsekuensi pemanfaatan, pengaruh penggunaan, dan norma sosial menjadi indikator keputusan pengguna untuk menggunakan atau tidak menggunakan sistem (Goodhue & Thompson, 1995). 
2.2 Pajak  
2.2.1 Pengertian Pajak  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk berbagai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu negara. Prof.Dr.Rochmat Sumitro,SH menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkandan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu: 
1. Negara memungut pajak melalui pemerintah pusat maupun daerah 
2. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, pajak dapat dipaksakan 
3. Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung dari pemerintah 
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk Public 
Invesment.  
5. Pajak memiliki fungsi mengatur 
6. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 
2.2.2 Fungsi pajak  
Menurut Resmi (2019), pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan negara Indonesia disamping sumber-sumber penerimaan lainnya. Fungsi pajak diantaranya sebagai berikut:  
1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Beberapa peraturan terkait pajak misalnya: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll.  
2. Fungsi Pengatur (Regularend)  
Pajak memiliki fungsi mengatur artinya pajak dapat digunakan untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintan dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu selain pada bidang keuangan (Resmi, 2019). Adapun beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut: 
1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya pun semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah. 
2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 
3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehinga memperbesar devisa negara. 
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti indutri kertas, industri semen, industri baja, dll. Hal ini bermaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan. 
 
2.2.3 Jenis-jenis pajak 
Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2019). 
1. Menurut Golongan 
Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua: 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan ataupun dibebankan kepada orang lain, pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh:  
Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.  
b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.  Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan terutngnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  
Contoh:   
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsn ataupun pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun secara implisit (dimasukkan dalam harga jual abarang atau 
jasa).  
 
2.	Menurut Sifat 
Menurut Resmi (2019), pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut: 
a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh:  
Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek Wajib Pajak Orang pribadi. Pengenaan PP untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak dan yanga menjadi tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.  
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi 
Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.  
Contoh:  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).  
 
 
 
 
2.2.4 Sistem pemungutan pajak  
Adapun empat sistem dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009), diantaranya: 
1. Official Assesment System  
Official Asssesment System adalah sistem pemungutan pajak dengan wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang wajib pajak berada pada aparatur pajak, hutang tersebut akan muncul setelah adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh aparatur pajak. 
2. Self Assesment System  
Self Assessment System adalah sistem pemugutan pajak dengan wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak bersama dengan fiskus yang harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 
3. Full Assesement System  
Full Assessment System adalah suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besaran pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.  
4. Semi Full System  
Semi Full System merupakan campuran dari sistem pemungutan pajak self assesment dengan official assesment 
2.3 Core Tax Adminstration System (CTAS) 
Coretax Administration System merupakan teknologi terbaru dalam bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan, hingga pemeriksaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data, sehingga mempercepat proses penerimaan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi coretax, semua proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara otomatis, seperti e-filing, e-payment, dan pengawasan kewajiban pajak secara real-time. 
Implementasi coretax secara umum bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh DJP (2024). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Coretax Administration System merupakan teknologi inovatif yang dirancang khusus oleh pemerintah di sektor perpajakan untuk mentransformasi sistem perpajakan agar lebih modern dan mampu menghadapi tantangan penerimaan negara di masa depan. 
2.3.1 Fitur Utama Coretax Administration System 
Coretax merupakan sistem yang dirancang khusus dengan berbagai fitur inovatif terbaru untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola administrasi dan transaksi perpajakan secara online. Berdasarkan informasi dari Pajak.go.id (2024), terdapat lima fitur utama dalam sistem coretax, yaitu registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), manajemen akun wajib pajak, pembayaran, serta layanan perpajakan. Berikut penjelasannya: 
1. Registrasi Wajib Pajak 
Sistem coretax menghadirkan perubahan signifikan dalam proses registrasi wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya terdiri dari 15 digit, kini menggunakan format baru 16 digit yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak hanya perlu mengingat satu nomor identifikasi. Hal ini juga memudahkan integrasi data perpajakan dengan pihak ketiga. Untuk badan usaha dan wajib pajak non-penduduk, NPWP lama tetap berlaku dengan penambahan angka "0" di depan. NPWP cabang disatukan dalam satu nomor NPWP induk, sementara Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) digunakan untuk cabang dengan alamat berbeda, menyederhanakan administrasi meskipun memiliki banyak cabang.  
Wajib pajak dapat langsung menggunakan layanan coretax setelah memiliki NPWP atau mengaktivasi NIK sebagai NPWP tanpa proses terpisah untuk akses elektronik atau akun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses reset kata sandi juga lebih mudah tanpa memerlukan Electronic Filing Identification Number (EFIN), cukup dengan NPWP dan email terdaftar. Perubahan data wajib pajak seperti nomor telepon, email, dan alamat dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem tanpa harus menghubungi petugas pajak. Selain itu, wajib pajak dapat memasukkan data rekening bank untuk mempercepat proses restitusi pajak (Korat & Munandar, 2025). 
 
 
2. Pengelolaan SPT 
Dalam tahap persiapan, wajib pajak harus menyiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, dan rekapitulasi peredaran usaha untuk pembuatan SPT. Faktur dan bukti potong dibuat otomatis oleh sistem dengan nomor seri yang dihasilkan sistem. Sistem juga mendukung laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) yang memudahkan pengisian data SPT. Data faktur dan bukti potong terintegrasi langsung saat pengisian SPT (prepopulated).  
Pada tahap pelaporan, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau manual dengan pilihan formulir tertentu. Portal coretax menyediakan fitur baru seperti perhitungan PPh Pasal 25, pelaporan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB), pengisian otomatis kompensasi kelebihan pajak, dan integrasi data pemotongan PPh Pasal 21. Bukti potong dari pemotong juga dapat langsung digunakan dalam pengisian SPT tahunan. Sistem memberikan pengingat otomatis untuk kewajiban pelaporan SPT. 
3. Taxpayer Account Management (TAM) 
Coretax mengelola informasi perpajakan wajib pajak secara lebih lengkap dan terkini. Wajib pajak dapat mengakses data melalui portal yang mencakup profil wajib pajak dan buku besar perpajakan. Profil memuat identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, dan fasilitas perpajakan. Buku besar mencatat transaksi hak dan kewajiban perpajakan dengan fitur otomatis dan integrasi bisnis perpajakan lainnya. Wajib pajak juga dapat mengunduh riwayat transaksi mereka (Korat & Munandar, 2025). 
4. Pembayaran  
Sistem pembayaran dalam coretax mengalami beberapa pembaruan, seperti pembuatan kode billing yang lebih cepat dan mudah. Wajib pajak dapat membuat kode billing untuk beberapa jenis pajak sekaligus secara otomatis, dengan status kurang bayar untuk menghindari kesalahan. Dashboard coretax menampilkan daftar pajak kurang bayar agar wajib pajak dapat memantau kode billing yang belum dibayar atau sudah kadaluarsa. Pembayaran dapat dilakukan langsung melalui sistem yang terintegrasi dengan bank persepsi.  
Coretax juga menyediakan akun deposit yang memungkinkan wajib pajak menyetor dana sebagai pembayaran atas kekurangan pajak dari berbagai jenis kode billing. Saldo deposit dapat dikembalikan atau dipindahbukukan secara mandiri tanpa harus menghubungi petugas pajak. Wajib pajak dengan risiko rendah dapat menyelesaikan permohonan secara otomatis dan memantau statusnya langsung melalui sistem, sehingga memudahkan pengawasan tanpa kontak langsung dengan petugas pajak (Korat & Munandar, 2025). 
5. Layanan Perpajakan  
Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara online melalui portal dan saluran telepon ke Kring Pajak. Coretax akan terus menambah layanan online agar wajib pajak yang tidak dapat mengakses secara digital tetap dapat menggunakan layanan kantor pajak di seluruh Indonesia tanpa terbatas pada kantor pajak tempat terdaftar. Sistem ini juga mengotomatisasi lebih banyak layanan, khususnya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, adil, dan pasti.  
Dokumen layanan perpajakan dapat diunduh langsung melalui portal dengan tanda tangan elektronik dan barcode untuk memastikan keaslian. Selain itu, wajib pajak dapat melacak status permohonan secara mandiri tanpa harus menghubungi petugas pajak. 
2.4 Konsep Efisiensi 
Efisiensi merupakan konsep fundamental dalam ekonomi dan manajemen yang merujuk pada rasio optimal antara input dan output, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal (Abdillah et al., 2025). Dalam konteks perpajakan, efisiensi berarti bagaimana sistem perpajakan mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan beban administrasi yang tinggi bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. 
Efisiensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik. Nweje dan Taiwo (2025) menyatakan bahwa efisiensi modern perlu mempertimbangkan 
keberlanjutan (sustainability), sehingga tidak hanya fokus pada penghematan biaya atau percepatan proses, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sistem dan kualitas layanan. 
2.5 Literasi Digital  
Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting dan melekat dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mencari, menilai, memanfaatkan, serta menghasilkan informasi melalui berbagai teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya (Giroth et al., 2024). Literasi digital juga melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai cara berkomunikasi, bekerja sama, dan berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dalam dunia yang semakin berkembang dan saling terhubung, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting agar individu dapat beradaptasi, berinovasi, dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital, literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Seperti halnya kepatuhan wajib pajak yang membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat, literasi digital juga memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan dan kesejahteraan individu di era modern ini (Palar et al., 2024). 
2.6 Wajib Pajak 
2.6.1 Pengertian Wajib Pajak 
Wajib pajak merupakan salah satu subjek penting dalam sistem perpajakan, karena melalui merekalah negara memperoleh penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Definisi ini menegaskan bahwa siapa pun yang menerima penghasilan, baik sebagai individu maupun badan hukum, terikat kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan. Secara garis besar, wajib pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.  
2.6.2 Wajib Pajak Badan 
Wajib Pajak Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak, yang diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan. Kategori ini mencakup berbagai bentuk entitas hukum, seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), firma, koperasi, yayasan, organisasi massa, hingga bentuk usaha tetap (BUT). Menurut Mardiasmo (2016), Wajib Pajak Badan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari sisi struktur organisasi maupun beban administrasi. Penghasilan yang diperoleh badan umumnya berasal dari kegiatan usaha berskala besar dan kewajiban pajaknya terpisah dari pemilik maupun pengurus perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan pajak dilakukan melalui SPT Tahunan Badan dengan tingkat akurasi dan 
akuntabilitas yang lebih tinggi. 
2.6.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Hak wajib pajak antara lain memperoleh pelayanan yang baik dari otoritas pajak, mengajukan keberatan atau banding, serta meminta restitusi jika terjadi kelebihan pembayaran. Di sisi lain, kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang, serta menyimpan dokumen perpajakan dengan benar. Pemenuhan hak dan kewajiban ini menjadi dasar penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia (UU KUP, 2007). 
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara. Jeannes (2022) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang secara sukarela dan penuh kesadaran. Definisi ini menekankan bahwa kepatuhan terjadi ketika wajib pajak secara sadar melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari otoritas pajak. 
Menurut Sugiyono (2019), kepatuhan pajak dapat diwujudkan melalui tindakan wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan seluruh penghasilan kena pajak secara jujur, dan membayar pajak tepat waktu. Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup kejujuran dalam pengungkapan penghasilan serta ketepatan waktu dalam pembayaran. 
Secara lebih luas Chebusit et al., (2014) menyebutkan bahwa pandangan mengenai kepatuhan pajak dapat berbeda antarnegara, namun secara umum meliputi kepatuhan terhadap regulasi, pembayaran tepat waktu, serta keterbukaan dalam pelaporan. Michelle & Kristanto (2023) menambahkan bahwa seorang individu atau entitas dikatakan patuh apabila telah mendaftar di otoritas pajak, menyampaikan seluruh SPT, melunasi kewajiban pajak, dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan. Sebaliknya, ketidakpatuhan ditandai dengan tidak menyampaikan SPT tepat waktu, merendahkan penghasilan yang dilaporkan, melebih-lebihkan pengeluaran, atau menunda pembayaran pajak yang jatuh tempo (Kasipillai & Jabbar, 2006). 
Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan terpaksa (enforced compliance). Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya, sedangkan kepatuhan terpaksa lebih banyak dipengaruhi oleh pengawasan dan ancaman sanksi dari otoritas pajak (Muturi, 2015). Tingkat kepatuhan yang tinggi biasanya dicapai apabila wajib pajak memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memahami manfaat pembayaran pajak, dan percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan untuk kepentingan publik (Muturi, 2015). 
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	Coretax Administration System berpengaruh positif terhadap efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi teknis dan sumber daya manusia. 


 
2.9 Kerangka Konseptual Penelitian 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian 
 
 
 
2.10 Model Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen, 1 variabel moderasi dan 1 variabel independen. Terdiri dari Implementasi Coretax Administration System (X1), Efisiensi (X2), Literasi digital (M), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 
 
 
 
 

Gambar 2. 2 Model Penelitian 
 
2.11 	Hipotesis Penelitian  
2.11.1 Pengaruh Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
Implementasi Coretax Administration System diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan serta meningkatkan transparansi. Penelitian Rahmad (2025) menunjukkan bahwa implementasi Coretax mampu menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses pelaporan, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Herawati Khotmi et al., (2025) bahwa penerapan coretax berkontribusi terhadap optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui fitur integrasi data dan otomasi sistem. Dengan demikian, semakin baik implementasi coretax, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak badan. 
H1: Implementasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
2.11.2 Pengaruh Efisiensi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Efisiensi pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Efisiensi dalam konteks perpajakan merujuk pada kemampuan sistem untuk menurunkan waktu dan biaya administrasi yang harus ditanggung wajib pajak. Penelitian Abdillah et al., (2025) menyatakan bahwa penerapan coretax meningkatkan efisiensi pelaporan dan pengawasan, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Herawati Khotmi et al., (2025) juga menegaskan bahwa semakin efisien suatu sistem administrasi perpajakan, semakin besar peluang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan demikian, efisiensi sistem perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan. 
H2: Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
2.11.3 Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Literasi digital diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
badan. 	Kemampuan 	wajib 	pajak 	dalam 	memahami, 	mengakses, 	serta 
memanfaatkan teknologi digital sangat menentukan efektivitas pemanfaatan sistem perpajakan berbasis elektronik. Penelitian Palar et al., (2024) menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi mendorong individu maupun badan usaha lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Rahmad, 2025) juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi hambatan dalam pemanfaatan coretax, sehingga pelatihan dan pendampingan menjadi kunci peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, semakin tinggi literasi digital wajib pajak badan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. 
H3: Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 
2.11.4 Literasi Digital sebagai Moderasi antara Implementasi Coretax 
Adminitration System dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Literasi digital diduga memoderasi hubungan antara implementasi coretax dan kepatuhan wajib pajak badan. Implementasi sistem perpajakan yang canggih tidak akan optimal apabila wajib pajak badan tidak memiliki kemampuan digital untuk mengoperasikannya. Penelitian Triansyah & Putra (2025) membuktikan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi dengan kepatuhan pajak. Herawati Khotmi et al., (2025) juga menegaskan bahwa literasi digital memperkuat pengaruh implementasi coretax terhadap kepatuhan, karena wajib pajak dengan kemampuan digital tinggi lebih mudah memanfaatkan sistem untuk pelaporan. Dengan demikian, literasi digital dapat memperkuat pengaruh implementasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
H4: Literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi Coretax dengan kepatuhan wajib pajak badan 
 
 
2.11.5 Literasi Digital sebagai Moderasi antara Efisiensi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Literasi digital juga diduga memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Efisiensi hanya dapat dirasakan secara optimal apabila wajib pajak memiliki kemampuan digital untuk memanfaatkan sistem perpajakan. Herawati Khotmi et al., (2025) menemukan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara efisiensi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, karena literasi digital yang baik memungkinkan wajib pajak mengakses sistem lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini sejalan dengan Abdillah et al., (2025) yang menegaskan bahwa Coretax mampu meningkatkan kepatuhan apabila diimbangi dengan kemampuan literasi digital wajib pajak. Dengan demikian, literasi digital memperkuat pengaruh efisiensi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
H5: Literasi digital memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan  
 
 
 
 	 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi Coretax Administration System, efisiensi, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Fokus penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Dalam penelitian ini, literasi digital berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara implementasi coretax dan efisiensi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data dikumpulkan menggunakan pendekatan crosssectional, yaitu pada satu titik waktu tertentu, untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan coretax dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan mereka.  
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana penerapan sistem coretax, efisiensi dalam administrasi, serta tingkat literasi digital berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. 
3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 
Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu serta telah menggunakan 
Coretax Administration System dalam proses administrasi perpajakan mereka. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: 
1. Wajib pajak badan yang sudah menerapkan coretax dalam pelaporan perpajakan 
2. Memiliki akses ke layanan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti DJP 
Online 
3. Telah mengikuti sosialisasi mengenai coretax yang diselenggarakan oleh DJP.  
Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin Nalendra et al., (2021). Sampel ditentukan dengan melihat tingkat kesalahan, semakin tinggi nilai kesalahan maka akan semakin kecil sampel yang akan diambil. Pada penelitian ini, tingkat kesalahan ditolerir sebanyak 10%. Rumus Slovin: 
n =       N      . 
1 + N (e²) Keterangan:  
n = ukuran sampel 
N = jumlah populasi 
E = tingkat kesalahan margin of error (0,1) 
Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir, tercatat sebanyak 32.674 Wajib pajak badan yang terdaftar aktif. Maka sampel yang digunakan adalah:  
n =       32.674      . 
     1 + 32.674(0.1²) 
 n =      32.674    . 
1 + 326.74 
 n =      32.674    . 
     327.74 
 n =      32.674    . 
     327.74 
 
n = 99,69 
 
n = 100 (dibulatkan) 
 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka penelitian ini akan melibatkan 100 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP 
Pratama Samarinda Ulu sebagai sampel yang mewakili populasi. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti 
menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 
1. Penelitian Pustaka 
Peneliti memperoleh data melalui kajian literatur dari buku, jurnal, tesis, laporan resmi seperti laporan tahunan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan berkaitan dengan implementasi Coretax Administration System, efisiensi administrasi pajak, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak badan. 
 
 
2. Penelitian Lapangan 
Peneliti memperoleh data langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak badan yang menggunakan aplikasi Coretax Administration System dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
3.4 Metode Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, data yang digunakan diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan KPP Pratama 
Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang menggunakan aplikasi pajak.  Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ataupun secara online kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Selain itu, data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Dengan gabungan dari kedua jenis data ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman komprehasif mengenai pengaruh implementasi coretax administration, efisiensi, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. 
 
 
3.5 Operasional Variabel 
[bookmark: _Toc48687]Tabel 2.2 Operasional Variabel 
	Variabel 
	Definisi Operasioanl 
	Indikator 
	Skala Pengukuran 
	Sumber Jurnal 

	Implementasi Coretax 
Administration 
System (X1) 
	Tingkat penerapan sistem administrasi perpajakan digital DJP yang memudahkan akses, mempercepat layanan, mengintegrasikan data, dan meningkatkan transparansi. 
	Efisiensi system administrasi pajak, integrasi dan keamanan data, pengawasan system berbasis teknologi, otomatisasi proses l ayanan. 
	Ordinal 
(Likert 1-4) 
	Panatagama siagian, Karsam 
(2025) 

	Efisiensi 
Administrasi 
Pajak (X2) 
	Kemampuan sistem perpajakan digital dalam mengurangi biaya dan waktu kepatuhan pajak serta menyederhanakan prosedur. 
 
	Pengurangan waktu pelaporan, biaya kepatuhan, kemudahan validasi 
dokumen, kecepatan pemrosesan dan integrasi dengan system. 
	Ordinal 
(Likert 1-4) 
 
	Herawati Khotmi et al., (2025) 

	Literasi Digital 
(X3/M) 
	Kemampuan wajib pajak badan dalam memahami, mengakses, dan 
memanfaatkan 
teknologi digital untuk kewajiban perpajakan. 
 
	Kemampuan menggunakan 
platform digital, 
pemahaman pengguanaan coretax, kesadaran 
keamanan data, pemahaman 
regulasi pajak digital, kesadaran manfaat coretax, adaptasi terhadap penggunaan coretax. 
	Ordinal 
(Likert 1-4) 
 
	Herawati Khotmi et al., (2025) 

	Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) 
	Tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan sesuai UU perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran. 
	Mendaftarkan diri, menyampaikan spt tepat waktu, perhitungan dan pembayaran benar, melunasi tunggakan. 
	Ordinal 
(Likert 1-4) 
	Lusiana aprilani, 
Dewi 
saptantih puji astuti 
(2025) 


 
 
 
3.6 Analisis Data 
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Pemilihan metode PLS-SEM didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu kemampuannya dalam menangani model penelitian yang kompleks, terutama yang melibatkan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti implementasi coretax, efisiensi, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, PLS-SEM tidak mengharuskan data berdistribusi normal, sehingga sangat sesuai untuk data empiris berbasis kuesioner yang sering kali tidak memenuhi asumsi normalitas. Keunggulan lain dari PLS-SEM adalah kemampuannya dalam melakukan 
predictive modeling dengan lebih baik dibandingkan metode regresi tradisional, sehingga metode ini sangat tepat untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada penjelasan varians konstruk (Hair et al, 2022). 
Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama, yaitu: pengujian validitas dan reliabilitas konstruk, evaluasi model pengukuran (outer model), evaluasi model struktural (inner model), pengujian hipotesis, serta penilaian goodness-of-fit model. Setiap tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun valid, reliabel, dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara akurat. 
3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Tahap awal analisis adalah menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. 
Dalam konteks penelitian ini, konstruk laten berupa implementasi coretax, efisiensi, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak, yang masing-masing diukur melalui beberapa indikator kuesioner. 
Validitas konvergen dievaluasi dengan menggunakan nilai Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dianggap valid apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50, yang berarti indikator mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruk. 
Reliabilitas internal dinilai menggunakan Composite Reliability (CR) dan Cronbach’s Alpha, dengan nilai ambang batas minimum sebesar 0,70. Hal ini memastikan bahwa indikator-indikator pada setiap konstruk konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Apabila diperlukan, reliabilitas juga dapat didukung dengan nilai rho_A, yang sering dianggap lebih akurat sebagai ukuran konsistensi internal (Hair et al, 2022). 
3.6.2 Uji Model Pengukuran (Outer Model) 
Outer model menggambarkan hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikatornya. Evaluasi outer model bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar merepresentasikan konstruk yang diteliti. 
Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading > 0,70. Namun, indikator dengan nilai loading antara 0,40 hingga 0,70 dapat dipertahankan apabila konstruk secara keseluruhan tetap memenuhi kriteria reliabilitas (Hair et al, 2019). 
Validitas diskriminan diuji dengan kriteria Fornell-Larcker, yaitu dengan membandingkan akar kuadrat AVE suatu konstruk dengan korelasi antar konstruk. Jika akar kuadrat AVE lebih besar, maka validitas diskriminan terpenuhi. Selain itu, dapat pula digunakan ukuran Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) dengan nilai ambang < 0,85 atau < 0,90. 
Dengan uji ini, dapat dipastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada variabel seperti implementasi coretax, efisiensi, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak benar-benar saling berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk. 
3.6.3 Uji Model Struktural (Inner Model) 
Setelah outer model memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, tahap berikutnya adalah menguji inner model. Inner model menjelaskan hubungan antar konstruk laten dalam penelitian, yaitu pengaruh implementasi coretax dan efisiensi terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. 
Koefisien jalur (path coefficients) dianalisis untuk menilai arah dan kekuatan hubungan antar variabel. R-squared (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen (implementasi coretax, efisiensi, dan literasi digital) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilai R² dikategorikan sebagai lemah (0,25), moderat (0,50), dan kuat (0,75). 
Multikolinearitas diuji menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF < 5 menunjukkan bahwa antar konstruk tidak mengalami masalah 
multikolinearitas yang serius. 
3.6.4 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas (Husein, 2015). Hipotesis diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 pada tingkat signifikansi 5% (two-tailed) dan nilai p-value < 0,05. Selain menguji hubungan langsung antar variabel, tahap ini juga digunakan untuk menguji efek moderasi literasi digital, yaitu apakah literasi digital memperkuat atau memperlemah pengaruh implementasi coretax dan efisiensi terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3.6.5 Goodness-of-Fit Model 
Meskipun PLS-SEM tidak menekankan evaluasi goodness-of-fit secara tradisional seperti Covariance-Based SEM (CB-SEM), penilaian kelayakan model tetap dilakukan dengan menilai daya prediksi model. 
R-squared (R²) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh implementasi coretax, efisiensi, dan literasi digital. Stone-Geisser’s Q² digunakan untuk menguji relevansi prediktif model. Nilai Q² > 0 menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik. 
Apabila diperlukan, dilakukan juga analisis PLS predict untuk menilai kemampuan prediksi model terhadap data out-of-sample. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan model dalam 
memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan faktor-faktor yang diteliti (Hair et al, 2022). 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 
PENGANTAR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam rangka untuk menyusun tugas akhir skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Implementasi Coretax Administration System, Efisiensi, dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda” di butuhkan data untuk judul penelitian ini.  
Identitas Peneliti 
	Nama  	 	 
	: Tareta Karlita Thomaskan 

	NIM 	 	 
	: 2201036099 

	Program Studi 	 
	: S1 Akuntansi 

	Fakultas 	 	 
	: Ekonomi dan Bisnis 

	Perguruan Tinggi  
	: Universitas Mulawarman  


Sebagai bagian dari penelitian ini, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian.  
Saya menjamin bahwa semua informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.  
Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti dan akan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan penelitian ini.  
Atas waktu dan kesediaan Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya,  
 
Tareta Karlita Thomaskan 
Identitas Responden 
Harap merespon item berikut dengan memberikan tanda ceklist  (✓) pada kotak yang sesuai atau lengkapi pada tempat yang tersedia.  
1.  Nama Perusahaan : 
	2.  Bidang Usaha 
	:             Perdagangan              Jasa             Industri 

	 	 	 
	    Lainnya: 

	3. Lama Berdiri  
4. Pihak yang  
	:             < 3 Tahun               3-5 Tahun              > 5 Tahun 

	    Mengurus Pajak 
	:             Pemilik/Direktur              Staff Keuangan/                          
Accounting 


                                                  Konsultan Pajak 
 5. Kantor Pelayanan 
     Pajak Terdaftar 	:             KPP Pratama Samarinda Ulu   
                                                       
                                                  KPP Pratama Samarinda Ilir 
 
Petunjuk Pengisian  
Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) dalam kolom yang sudah disediakan.  
Keterangan nomor pada pilihan jawaban sebagai berikut:  
1. Sangat Tidak Setuju = (STS) 
2. Tidak Setuju = (TS) 
3. Setuju = (S) 
4. Sangat Setuju = (SS) 
1. Implementasi Coretax Administration System  
	No. 
	Pernyataan 
	STS 
	TS 
	S 
	ST 

	1. 
	Sistem coretax mempermudah saya dalam melakukan administrasi perpajakan secara efisien 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Fitur coretax terintegrasi dengan baik antar layanan pajak yang saya gunakan 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Data perpajakan yang saya input melalui coretax terjamin keamanannya 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih transparan melalui sistem coretax 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat berkat otomatisasi layanan pada coretax 
	 
	 
	 
	 


 
2. Efisiensi Administrasi Pajak 
	No. 
	Pernyataan 
	STS 
	TS 
	S 
	ST 

	1. 
	Coretax membantu saya menghemat waktu dalam proses pelaporan pajak 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Penggunaan sistem digital menurunkan biaya administrasi perpajakan perusahaan saya 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Validasi dokumen pajak menjadi lebih mudah dilakukan melalui sistem online 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Proses pemrosesan dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat melalui sistem digital 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Sistem perpajakan yang terintegrasi membuat pelaporan dan pembayaran pajak lebih efisien 
	 
	 
	 
	 


 
3. Literasi Digital  
	No. 
	Pernyataan 
	STS 
	TS 
	S 
	ST 

	1. 
	Saya mampu menggunakan berbagai platform digital yang berkaitan dengan administrasi perpajakan 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Saya memahami cara menggunakan aplikasi coretax untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Saya menyadari pentingnya menjaga keamanan data dalam penggunaan sistem digital perpajakan 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Saya memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan pajak digital 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Saya mengetahui manfaat penggunaan coretax dalam mempermudah proses administrasi pajak 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Saya mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem atau fitur baru dalam coretax 
	 
	 
	 
	 


4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan  
	No. 
	Pernyataan 
	STS 
	TS 
	S 
	ST 

	1. 
	Perusahaan saya telah terdaftar dan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Perusahaan saya selalu menyampaikan SPT 
Tahunan Badan tepat waktu 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Perusahaan saya melakukan perhitungan pajak dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Perusahaan saya tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Perusahaan saya selalu mematuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Perusahaan saya selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu 
	 
	 
	 
	 


 
 
1 
 
1 
 
1 
 
image2.png
Task Technology Fit (TTF)

E——

Implementasi Corelax Adminisiration Sysiem Literasi Digital

(X1) (M)

B

Efisiensi Administrasi Perpejakan
(X2)

l

Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)





image3.png
Task Technology Fit (TTF)

E——

Implementasi Corelax Adminisiration Sysiem Literasi Digital

(X1) (M)

B

Efisiensi Administrasi Perpejakan
(X2)

l

Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)





image3.jpg
Implementasi Coretax Administration System
(X1)

Efisiensi Administrasi Perpajakan
(X2)

Kepatuhan Wajib Pajak
)

Literasi Digital
(M)





image2.jpg
Implementasi Coretax Administration System
(X1)

Efisiensi Administrasi Perpajakan
(X2)

Kepatuhan Wajib Pajak
)

Literasi Digital
(M)





image1.jpg




